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PERBAIKAN JALAN DI KARANGANYAR DIMULAI, DANA DARI DAU, 
TOTAL ANGGARAN Rp8,1 M 

 

 
 

Sumber gambar :  
https://www.kupastuntas.co/2022/10/14/perbaikan-14-jalan-rusak-di-lampung-ditunda-2023 

 

Isi Berita: 

RADARSOLO.ID – Proyek perbaikan jalan di Kabupaten Karanganyar dimulai pekan 

ini. Setidaknya ada tiga ruas yang sudah dikerjakan dengan dana alokasi umum (DAU) 

pemerintah pusat. Total anggaran tiga ruas tersebut Rp 8,1 miliar. 

Kepala Bidang Jasa Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR) 

Kabupaten Karanganyar Margono menjelaskan, dari 19 paket ruas jalan besar yang 

nantinya akan diperbaiki tahun ini, tiga di antaranya dari DAU pusat yang disalurkan 

lewat Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

Meliputi jalan Macanan-Pulosari di Kebakkramat dengan nilai pagu yakni Rp 3,3 miiar. 

Kemudian rekonstruksi jalan Beji-Bejen di Karanganyar dengan nilai pagu Rp 2,9 miliar, 

dan rekonstruksi Jalan Gebyok-Munggur di Mojogedang dengan nilai pagu Rp 1,8 miliar. 

”Sudah selesai lelang semua itu,” terang Margono kepada Jawa Pos Radar Solo, Rabu 

(4/1/2023). 

Untuk perbaikan ruas jalan Macanan-Pulosari Kebakkramat sudah ditinjau langsung 

Bupati Karanganyar Juliyatmono, Senin (2/1/2023). Ditanya terkait berapa persen jalan 

di Kabupaten Karanganyar yang masih mengalami kerusakan, Margono mengaku masih 

melakukan pendataan. Lantaran survei yang dilakukan sejumlah tim belum rampung. 

Selain itu masih ada beberapa proyek pembenahan jalan rusak yang masih perbaikan. 

”Kalau secara keseluruhan kami masih belum bisa menjelaskan, karena hasilnya nanti 

baru diketahui pada akhir 2023. Yang jelas dari total panjang jalan di Karanganyar, 18 

persen jalan saat ini dalam keadaan rusak, baik kategori ringan, sedang maupun berat,” 

terangnya. 
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Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Karanganyar Widodo Feriyanto 

mengungkapkan, tidak hanya tiga ruas jalan yang mendapatkan suntikan dana dari DAU 

pusat, pembangunan gedung kantor dinas pertanian, pangan dan perikanan juga 

mendapatkan anggaran dari DAU yakni sebesar Rp 5,8 miliar. 

”Yang dari DAU baru tiga paket itu saja yang saat ini sudah selesai dilelang. Untuk yang 

paket pembangunan jalan lain baru masuk untuk nanti segera kami lelangkan di awal 

tahun ini,” singkatnya. 

Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, telah dilakukan peletakan batu pertama 

dan pembangunan jalan di Kabupaten karanganyar. Ini membuktikan pemerintah 

sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya, khususnya infrastruktur. 

”Saya juga merasakan, jadi tidak hanya masyarakat saja, saya setiap hari juga jalan-jalan 

dan lewat jalan itu. Anggaran sejak 2019 sampai 2021 kemarin terkena refocusing. 

Bersyukur kami di awal tahun ini sudah bisa melakukan peletakan batu pertama dan 

memulai sejumlah proyek pembangunan jalan di Karanganyar ini,” tegas 

bupati. (rud/adi/dam) 

 

Sumber Berita : 

1. https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/01/01/2023/tahun-2023-pemkab-

karanganyar-bakal-perbaiki-19-ruas-jalan/, tanggal 1 Janari 2023 

2. https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/04/01/2023/perbaikan-jalan-di-

karanganyar-dimulai-dana-dari-dau-total-anggaran-rp-81-m/, tanggal 4 Januari 2023 

 

Catatan : 

1. DAU dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.1 

2. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.2 

3. Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan 

dalam APBD.ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:3 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

                                                             
1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 11 
2 Ibid, Pasal 3 ayat (3) 
3 Ibid, Pasal 24 ayat (1) dan (3) 
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4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. 

Dana Transfer Umum terdiri atas:4 

a) DBH; dan 

b) DAU 

5. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.5 

6. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.6 

7. Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan 

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.7 

8. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, 

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah 

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai.8 

9. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;9  

10. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program kegiatan, dan sub kegiatan 

terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari 

pendapatan dana alokasi umum.10 

  

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

                                                             
4 Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (2) 
5 Ibid, pasal 37 
6 Ibid, Pasal 55 ayat (1) 
7 Ibid, Pasal 65 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, D.Belanja Daerah, Angka 3. Ketentuan 
Terkait Belanja Modal 
9 Ibid, Bagian Lampiran , C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Pendapatan Transfer 
10 Ibid, Bagian Lampiran , B. RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum 
RKA SKPD 


